Praktek Kerjasama Pengelolaan Kebun Kopi dalam Persfektif Akad Muzara’ah (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah) by Hairina Dewi, 150102176
  
PRAKTIK KERJA SAMA PENGELOLAAN KEBUN KOPI 
DALAM PERSPEKTIF AKAD MUZĀRA’AH 
(Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah) 
 
 
 
 
SKRIPSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diajukan Oleh : 
 
HAIRINA DEWI 
Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah 
 
 
 
 
 
 
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY 
DARUSSALAM  BANDA ACEH 
2020 M/1441 H 
  
NIM. 150102176 
Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum 


 
v 
PRAKTEK KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN KOPI 
DALAM PERSFEKTIF AKAD MUZARA’AH 
(Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah) 
Nama    : Hairina Dewi 
NIM   : 150102176 
Fakultas/Prodi  : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) 
Pembimbing 1  : Dr. Ridwan Nurdin, MCL 
Pembimbing 2  : Muhammad Iqbal, MM  
 
ABSTRAK 
 
Muzara’ah merupakan akad kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik 
lahan dan petani penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan dan semua 
biaya yang dibutuhkan selama pengelolaan beserta bibit  untuk ditanami dan 
dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. 
Pernyataan peneliti dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik kerjasama 
pengelolaan kebun kopi dengan menggunakan akad muzara’ah pada masyarakat 
Kecamatan Bintang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Akad 
muzara’ah yang dipraktekkan oleh masyarakat. Metode yang digunakan oleh 
peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara 
dan observasi lapangan, dan juga menggunakan penelitian kepustakaan yaitu 
dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 
Berdasarkan data yang terkumpul peneliti menggunakan menganalisis data 
dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang 
menyajikan dan menggambarkan pristiwa tentang kejadian yang terjadi sesuai 
dengan apa adanya untuk dapat dianalisis secara sistematis, faktual dengan 
menyusun secara akurat. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik kerjasama 
pengelolaan kebun kopi oleh masyarakat Kecamatan Bintang adalah dengan 
mengikuti kebiasaan masyarakat setempat tanpa mengetahui banyak hukum 
Islam. Kerjasama dilakukan dengan pemilik lahan menyiapakan semua biaya 
yang diperlukan selama proses bercocok tanam dan petani penggarap bertugas 
mengelola lahan dengan keahlian dan tenaga yang dimilikinya kemudian 
hasilnya akan dibagi yaitu 50:50 dari hasil panen terlebih dahulu diberikan 
kepada pemilik lahan sebagai biaya atas modal awal yang telah dikeluarkan 
kemudian sisanya baru dibagi sama rata. Namun saat pembagian hasil panen, 
tidak sepenuhnya diberikan kepada petani penggarap yang seharusnya petani 
penggarap menerima 50% tetapi pemilik kebun hanya memberikan 35% saja 
dan sisanya akan diberikan lagi pada waktu panen berikutnya. Dari paparan di 
atas dapat dilihat bahwa cara praktik kerjasama yang dilakukan masyarakat 
Kecamatan Bintang tidak sesuai dengan hukum Islam, khususnya model 
muzara’ah. Seharusnya kerjasama yang dilakukan bertujuan saling tolong 
menolong dan saling menguntungkan bukan untuk merugikan sebelah pihak. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN 
    
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 
1. Konsonan 
     No       Arab Latin Ket      No        Arab     Latin Ket 
1 ا 
     Tidak 
dilam 
    Bangkan 
 61 ط ṭ 
t    dengan 
titik di 
bawahnya 
2 ب B  61 ظ ẓ 
z dengan titik 
di bawahnya 
3 ت T  61 ع ‘  
4 ث ṡ 
s dengan titik 
di atasnya 
61 غ G  
5 ج J  02 ف F  
6 ح ḥ 
h dengan titik 
di bawahnya 
06 ق Q 
 
7 خ Kh  00 ك K  
8 د D  02 ل L  
9 ذ Ż 
z dengan titik 
di atasnya 
02 م M 
 
10 ر R  02 ن N  
11 ز Z  01 و W  
12 س S  01 ه H  
13 ش Sy  01 ء ’  
14 ص ṣ 
s dengan titik 
di bawahnya 
01 ي Y 
 
15 ض ḍ 
d dengan titik 
di bawahnya 
    
 
2. Vokal 
              Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal  
 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harkat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
ix 
Ta           Tanda  Nama         Huruf  Latin 
  َ  Fatḥah A 
  َ  Kasrah I 
  َ  Dhammah U 
 
b. Vokal Rangkap 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
 
   Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 
ي  َ  Fatḥah dan ya Ai 
و  َ  Fatḥah dan wau Au 
 
Contoh: 
فيك : kaifa لوه . : haula 
 
3. Maddah  
 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
  Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 
ا  َ /ي  F     Fatḥah dan alif atau ya Ā 
ي  َ  K    Kasrah dan ya Ī 
ي  َ  D    Dammah dan wau Ū 
Contoh: 
  لا ق : qāla 
ى م  ر : ramā 
  لْي ق : qīla 
  لْو ق ي: yaqūlu 
 
 
 
 
x 
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah (ة) hidup 
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan 
dammah, transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah (ة) mati 
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 
 
Contoh:  
 ْلا فْط ْلاا  
َ ا ْة  ر َّو ن  مْلا  ة نْي  د  مْل : al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul  
 
 
ْ
ة  ح
ْ
ل
 
 
 Catatan: 
 Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 
Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia 
tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
 
  
Munawwarah  
ط ........... : Ṭalḥah 
ةض ْور  : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 
xi 
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1 
BAB SATU 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai mahkluk sosial pada hakikatnya mempunyai berbagai 
macam kebutuhan, baik kebutuhan material maupun kebutuhan non-material 
yang harus di penuhi,dalam pemenuhannya harus saling membutuhkan antara 
satu sama lain,
1
oleh karena itu kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang 
telah tersedia, karena sumber daya alam menempati kedudukan yang paling 
penting bagi kehidupan masyarakat khususnya air dan tanah terutama bagi 
penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang bermayoritas sebagai petani 
dan berladang.2Tanah mempunyai peran pokok dalam kehidupan sehari-hari 
terutaman dalam sistem tanah garapan.3 
Peran tanah menjadi sangat penting seiring dengan meningkatnya jumlah 
kebutuhan seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan untuk dijadikan 
tempat tinggal, begitu juga dalam sistem pembagunan memerlukan lahan, baik 
untuk bidang usaha maupun tanah yang dijadikan objek dalam bidang pertanian. 
Fenomena sosial ekonomi masyarakat pada saat ini, banyak usaha yang sedang 
berkembang salah satunya dibidang pertanian, melalui pertanian manusia dapat 
                                                             
1
 Soekidjo Notoatmodjo, Perkembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Rineka 
Cipta, 2009), cet. 4, hlm. 8 
2
Emil Salim, Pembangunan berwawasan Lingkungan, (Jakarta: Pustaka, 1986), cet. I, 
hlm. 5 
3
 Supriadi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 8 
2 
 
memenuhi kebutuhan hidupnya.
4
Namun dalam kehidupan bermasyarakat ada 
sebagian yang mempunyai lahan pertanian lengkap dengan alat-alat pertanian, 
tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk bertani. Adapun sebagian yang 
lainnya yang tidak memiliki lahan pertanian, kecuali hanya memiliki keahlian 
dan kemampuan untuk bercocok tanam, maka Islam mengharuskan kepada 
setiap pemilik lahan pertanian untuk memanfaatkannya sendiri, jika pemilik 
lahan tidak mampu atau tidak memilikibanyak waktu untuk bercocok tanam 
maka pengolahannya dapat diserahkan atau dipinjamkan kepada orang lain yang 
lebih ahli dalam bidang pertanian dengan begitu terjadinya transaksi untuk 
bekerjasama. 
Transaksi dalam melakukan kerjasama diawali dengan salah satu pihak 
(pemilik kebun) akan menyerahkan lahan pertanian dan benih, sedangkan pihak 
kedua (petani penggarap) menerima dan melakukan pengolahan atau 
penggarapan dengan tenaga atau keahlian yang dimilikinyadan keduanya akan 
mendapatkan hasil sesuai dengan kesepakatan bersama, maka dalam hukum 
ekonomi Islam hal ini disebut dengan sistem perjanjian bagi hasil.
5
 Perjanjian 
bagi hasil adalahsuatu perbuatan dan kesepakatan yang diadakan dan dilakukan 
oleh kedua orang (pihak) atau lebih, satu pihak berjanji untuk memberikan 
pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut, dimana 
seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih, 
                                                             
4
 Izzuddin Khatib al-Tamin, Bisnis Islami, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), hlm. 56 
5
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Mizan, 2010), hlm. 399 
3 
 
perjanjian bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong sesama 
manusia dan hasilnya dibagi dan ditentukan menurut kesepakatan.6 
Kecamatan Bintang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di 
Kabupaten Aceh Tengah yang mayoritas mata pencaharian masyarakatnya 
kebanyakan adalah berkebun atau bertani. Kabupaten Aceh Tengah merupakan 
salah satu penghasil kopi arabika dan robusta yang luas lahan mencapai 48.300 
Hektar, dengan rata-rata produksi perhektar sebanyak 720 Kilogram. Komoditas 
lain selain kopi adalah tebu dengan luas areal 8.000 Hektar, serta kakao seluas 
23.222 Hektar, maka tidak heran jika banyak penduduknya yang hidup dari hasil 
pertanian. Sistem pertanian yang dipakai oleh mereka bermacam-macam sesuai 
dengan kondisi dan kebiasaan masyarkat setempat. Salah satu bentuk 
pengolahan pertanian yang mereka pakai adalah dengan sistem penggarapan 
tanah.
7
 
Penggarapan tanah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bintang 
dengan menggunakan dua metode, yaitu (1) pemilik lahan meminjamkankan 
kebun atau lahannya kepada orang lain yang memiliki keahlian dalam bidang 
pertanian untuk dikelola, semua biaya akan diberikan kepada petani pengelola, 
petani hanya merawat dan menjaga lahan/kebun tersebut sampai masa panen 
tiba, dan hasilnya akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama,
8
 dalam 
fiqih muamalah hal ini dikenal dengan metode muzara’ah. Muzara’ah adalah 
                                                             
6
 Mustara, Perjanjian Bagi Hasil,(SulawesiSelatan: Belai Pustaka,1993), hlm. 30 
7
 Data dari BPS(Badan Pusat Statistik), 2019 
8
 Wawancara dengan Bapak Tarlian, pada tanggal 1 Mei 2019 
4 
 
kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana 
pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami 
dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
9
 
Kemudian metode (2) dapat diolah sendiri oleh pemilik kebun tetapi harus 
menyediakan sendiri semua modal dan tenaganya dalam mengelola lahan 
tersebut agar mendapat hasil atas lahan tersebut. 
Kerjasama dalam bentuk muzara’ah menurut pendapat para ulama 
hukumnya boleh (mubah), dasar kebolehannya dapat dipahami dalam firman 
Allah yang menyuruh seseorang agar saling tolong menolong antara sesama 
manusia. Muzara’ah juga hampir sama dengan mukhabarah hanya saja 
perbedaannya terletak di benih, dimana muzara’ah benih untuk tanaman berasal 
dari pemilik lahan, sedangkan dalam mukhabarah benih untuk tanaman berasal 
dari penggarap.
10
 
Namun dalam hal ini berbeda dengan yang dipraktikkan oleh masyarakat 
Kecamatan Bintang, dimana mereka melakukan kontrak kerjasama pengolahan 
tanah pertanian (kebun) sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat yang 
dilakukan secara turun temurun, mereka tidak terlalu memahami bagaimana 
akad yang seharusnya diaplikasikan dibidang pertanian, sehingga menyebabkan 
banyaknya terjadi penyimpangan.11 
                                                             
9
 Mardani, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 3013), hlm. 240 
10
 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2002), hlm. 77 
11
 Wawancara dengan Bapak Ibnu, pada tanggal 1 Mei 2019 
5 
 
Perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak (petani pengelola 
dengan pemilik kebun) adalah berdasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan, 
perjanjian dilakukan hanya dengan cara lisan tidak adanya kesepakatan yang 
tertulis (hitam di atas putih) yang dibubuhi dengan materai Rp.6000, tidak 
menghadirkan saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung, dan tidak 
adanya bukti yang kuat bahwa telah terjadinya transaksi kerjasama antara kedua 
belah pihak (petani penggarap dengan pemilik kebun).12 
Permasalahan dalam transaksi menyebabkan banyaknya terjadi 
pelanggaranyang dapat merugikan sebelah pihak, seperti lokasi tempat tinggal 
pemilik lahan yang sangat berjauhan dari kebun karena memiliki pekerjaan 
pokok lain. Menyebabkan kurangnya pengawasan, sehingga hasil panen sering 
dijual dahulu oleh petani penggarap kepada toke (istilah dalam bahasa gayo, 
bagi agen biji kopi) tanpa sepengetahuan pemilik kebun. Karena tidak adanya 
kesepakatan tertulis menyebabkan kurangnya perhatian mengenai penetapan 
jangka waktu berlangsungnya kerjasama, sehingga sebelah pihak sewaktu-waktu 
dapat membatalkan kontrak kerjasama tanpa adanya persetujuan kedua belah 
pihak (petani penggarap dan pemilik kebun) walaupun kontrak kerja sama 
tersebut sedang berlangsung, masalah lainnya adalah petani penggarap tidak 
maksimal dalam mengurus dan mengelola kebun begitu juga dengan pemilik 
kebun terkadang tidak memberikan biaya atas perawatan tanaman kepada petani 
penggarap, sehingga petani penggarap kesulitan merawat dan menjaga tanaman 
                                                             
12
Ibid., 
6 
 
hal itu menyebabkan adanya sebagian pohon yang mengalami pertumbuhan 
tidak produktif.13 
Pertumbuhan pohon kopi yang tidak prokduktif menyebabkan petani 
pengelola menebang pohon kopi tersebut dan menggantikannya dengan tanaman 
yang berjangka pendek yang dapat menguntungkan dirinya, dengan begitu 
petani pengelola tidak lagi fokus hanya merawat tanaman kopi saja tetapi sudah 
adanya tanaman lainnya yang harus dirawat tanpa sepengetahuan pemilik kebun, 
karena tidak adanya perjanjian tertulis yang dibubuhi dengan materai Rp 6000 
sebagai pembuktian yang kuat dan tanpa menghadirkan saksi, hal ini juga 
menyebabkan pemilik kebun sewaktu-waktu dapat menarik kembali 
lahannyameskipun masa kontrak belum berakhir, dan apabila waktu kontrak 
kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik kebun belum berakhir tetapi 
petani pengelola meninggal dunia, kontrak tersebut langsung dibatalkan 
walaupun kontrak kerjasama sedang berlangsung, tanpa adanya musyawarah 
dengan kerabat dan keluarga petani penggarap, pemilik kebun langsung 
membuat akad baru dengan pihak lain sebagai pengganti petani pengelola yang 
telah meninggal dunia.14 
Masalah lainnya adalah mengenai bagi hasil pada masa panen, pemilik 
kebun terkadang tidak langsung memberikan hasil yang sepenuhnya hak petani 
penggarap tetapi adanya penundaan, hasil yang seharusnya di berikan 50% 
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kepada petani penggarap, tetapi petani penggarap hanya mendapatkan hasil 35% 
dari hasil kebun tersebut, dan sisanya 15% akan diberikan lagi setelah masa 
panen selanjutnya, padahal di awal akad sudah di setujui bahwa pada saat masa 
panen tiba, hasil panen akan di bagi 50% sama rata antara kedua belah pihak 
(petani pengelola dan pemilik kebun) setelah di potong biaya awal sebagai hak 
pemilik kebun atas tanahnya.15 
PraktIk kerjasama pengelolaan kebun kopi yang berlaku di kalangan 
masyarakat Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah diatas menunjukkan 
bahwa dapat memberi dampak positif bagi kedua belah pihak yaitu saling tolong 
menolong sesama manusia, namun praktek kerjasama yang dilakukan juga 
memberi dampak buruk dan merugikan sebelah pihak, dimana kedua belah 
pihak (petani penggarap dan pemilik kebun) saling dirugikan karena tidak 
adanya asas kejujuran dan kepercayaan. 
Praktek kerjasama dalam pengelolaan kebun kopi di kalangan 
masyarakat Kecamatan Bintang masih tidak sesuai dengan hukum ekonomi 
Islam dan tidak sesuai dengan hukum fiqih muamalah khususnya dengan 
menggunakan konsep akad muzara’ah, seharusnya kedua belah pihak 
melakukan kontrak kerjasama dengan tujuan saling menolong dan saling 
menguntungkan, bukan untuk merugikan sebelah pihak. 
Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis akan mengkaji dan tertarik 
untuk meneliti lebih lanjut tentang “Praktik Kerjasama Pengelolaan Kebun 
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Kopi dalam Persfektif Akad Muzara’ah yang berlaku di kalangan Masyarakat 
Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah”  
1.2 Rumusan Masalah 
 Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan permasalahan yang sesuai 
dengan topik dimaksud, yaitu: 
1. Bagaimana sistem pelaksanaan akad kerjasama pengelolaan kebun kopi 
yang berlaku di kalangan masyarakat Kecamatan Bintang? 
2. Bagaimana mekanisme dan sistem perhitungan bagi hasil yang 
diterapkan antara petani pengarap dengan pemilik kebun di Kecamatan 
Bintang? 
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek kerjasama 
pengelolaan kebun kopi yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bintang 
menurut konsep muzara’ah? 
1.3 Tujuan Masalah 
1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan akad kerjasama 
pengelolaan kebun kopi yang berlaku di kalangan masyarakat 
Kecamatan Bintang. 
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan sistem perhitungan bagi 
hasil yang diterapkan oleh petani pengelola dengan pemilik kebun di 
Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. 
9 
 
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek 
kerjasama dengan menggunakan akad muzara’ah dikalangan masyarakat 
Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. 
1.4 Penjelasan Istilah 
Penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup 
pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam 
memahami istilah dalam penulisan dan juga mempermudah pembaca untuk 
memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah,maka diperlukan adanya 
penjelasan ilmiah yang dimaksud antara lain: 
1. Akad 
Menurut bahasa akad mempunyai arti mengikat, sambungan, janji yaitu 
mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain 
sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong 
benda.16Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung 
sesuatu atau mengikatnya, lawannya adalah al-hillu (melepaskan), juga diartikan 
mengkokohkan sesuatu dan memperkuatkannya.17Secara umum akad yaitu 
setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan tersebut 
berasal dari kehendak sendiri maupun kehendak yang timbul dari dua orang 
(jual beli). Secara khusus akad adalah perikatan yang diterapkan dengan ijab-
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qabul berdasarkan ketentuan dalam al-Qur’an dan Hadist yang berdampak pada 
objeknya.18 
2. Hukum Islam 
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian 
agama Islam.
19
Al-Hukm adalah hukum yang disyariatkan oleh Allah dengan 
tujuan utama: merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik 
kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin 
diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan 
manusia.
20
Menurut Ahmad Rofiq hukum Islam adalah seperangkat peraturan 
tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau 
masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.21 Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa hukum Islam adalah hukum samawi, artinya hukum agama 
yang menerima wahyu, yaitu kitab suci al-Qur’an, hukum yang mengatur 
hubungan pribadi, masyarakat, Negara, dan sebagainya dan akhirnya juga 
mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.22 
3. Perjanjian Bagi Hasil 
Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seorang atau 
lebih mengikat dirinya terhadap seseorang lain dan berjanji akan menaati apa 
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yang telah di setujui.23 Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama 
apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau 
badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang yang disebut dengan 
penggarap untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah, sedangkan 
yang di maksud dengan hasil ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan 
oleh petani penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya 
menanam dan panen.24 
Perjanjian bagi hasil merupakan suatu perbuatan dan kesepakatan yang 
diadakan dan dilakukan oleh kedua orang (pihak) atau lebih, satu pihak berjanji 
untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan 
tersebut, dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain 
atau lebih, perjanjian bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong 
sesama manusia dan hasilnya dibagi dan ditentukan menurut kesepakatan.25 
4. Kebun kopi 
Kebun kopi merupakan lahan yang ditanam kopi oleh masyarakat 
menjadi sumber nafkah bagi lebih dari satu setengah jiwa petani kopi di 
Indonesia.26 
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5. AkadMuzāra’ah 
Akad Muzāra’ahadalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik 
lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada 
si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu 
(persentase) dari hasil panen.27 
1.5. Kajian Pustaka 
 Kajian pustaka mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan 
dengan pembahasan yang dikaji. Kajian pustaka ini dibuat bertujuan untuk 
menguatkan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan yang ditulis oleh 
orang lain. Setelah menelusuri melalui kajian pustaka. Ada beberapa skripsi 
yang bekaitan dengan perjanjian kontrakkerjasama dan bagi hasilyang 
menggunakan akad muzāra’ah yaitu sebagai berikut: 
Diantaranya skripsi yang ditulis oleh Muhammad Madzkur yang 
berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Bagi Hasil 
Pengelolaan Sawah.” Bahwasannya bentuk kerjasama bagi hasil pengelolaan 
sawah termasuk dalam katagori muzara’ah yakni kerjasama pengelolaan 
pertanian antara pemilik lahan dengan petani pengelola, dimana pemilik lahan 
memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan 
dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen sesuai dengan 
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kesepakatan diantara keduanya.28Muzayyanah, lulus tahun 2009 yang berjudul 
tentang “Tinjauan Hukun Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Sawah di 
Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie (Suatu Kajian Aplikasi Tentang 
Mukhābarah)”.  Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang aplikasi bagi hasil 
sawah menurut akad mukhābarah, yang mana akad ini merupakan suatu akad 
kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang bibitnya berasal 
dari pemilik lahan. Skripsi Muzayyanah tersebut juga menjelaskan tentang 
bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Glumpang Tiga 
dan bagi hasil menurut hukum adat dan agraria, yang mana ini tidak dibahas 
didalam penelitian penulis. 
Kemudian skripsi yang ditulis oleh Ismail dengan judul “Pandangan 
Ulama Tentang Pemanfaatan LahanMuzāra’ah Sebagai Objek Gadai (Studi 
Kasus Di Gampong Pulo Seuke Kecamatan Baktia)”. Fakultas Syariah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2015. Adapun 
pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang praktik penggadaian sawah 
muzāra’ah oleh penggarap kepada murtahin dan pendapat ulama setempat 
terhadap praktik gadai sawah Muzāra’ah serta konsekuwensi pembagian hasil. 
Skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni, dengan judul “Praktek akad 
Muzāra’ah Kuta Tinggi Blang Pidie Menurut Perspektif Hukum Islam” 
Permasalahan yang diteliti dalam tulisan tersebut masalah yang berkenaan 
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dengan gambaran dan pelaksaan akad muzāra’ah dan peningkatan produktifitas 
kerja petani di Mukim Kuta Tinggi Blang Pidie tersebut. 
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Khairi Yanti Fakultas 
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul 
“Tinjauan Hukum Islam terhadap bagi hasil Pengelolaan Sawah Pada 
Masyarakat Meukek Kabupaten Aceh Selatan (Analisis Menurut Konsep 
Muzarā’ah). Adapun pembahasan yang dikaji dalam skripsi tersebut adalah 
peraktek akad muzāra’ah dan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah 
pihak tersebut yang sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam 
kompilasi hukum ekonomi syariah,dan juga membahas tentang penyelesaian 
sengketa antara pemilik lahan dan petani penggarap jika terjadi perkara yang 
tidak sesuai dengan kesepakatan diawal dan juga menjelaskan tentang 
kesesuaian akad syarat dan rukun pelaksanaanya bagi hasil antara pemilik lahan 
dan penggarap sawah. 
Karya ilmiah yang penulis paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa 
rumusan masalah serta akad yang digunakan  ada yang sama dan ada juga yang 
berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, meskipun 
demikian masih banyak permasalahan yang perlu dikaji dan dicari penyelesaian 
masalahnya yang tentunya sesuai dengan hukum Islam yang menggunakan akad 
muzara’ah. 
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1.6. Metode Penelitian. 
Dalam setiap penulisan karya ilmiah ini memerlukan cara-cara yang 
dilewati untuk mencapai pemahaman. Untuk mencapai keberhasilan sebuah 
karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah 
yang diteliti. Maka dari itu sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode-
metode penulisan yang digunakan untuk memeperoleh data yang lengkap, 
objektif dan tetap dari objek yang diteliti.29Langlah-langkah yang ditempuh 
dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut: 
1.6.1 Jenis penelitian 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif analis, yaitu 
metode yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan fakta-fakta, 
sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.Penulis menggunakan 
metode ini karena menggambarkan tentang kejadian yang terjadi sesuai dengan 
kejadian yang nyata agar dapat dilakukan pemecahan masalah dimasa sekarang 
dan dimasa yang akan datang secara sistematis, yaitu menjelaskan tentang 
“Praktik Kerjasama Pengelolaan Kebun Kopi dalam Perspektif 
AkadMuzāra’ahsecara teori serta mekanismenya yang ditetapkan di 
kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah”. 
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1.6.2 Lokasi penelitian 
Lokasi penelitian menunjukan pada pengertian tempat atau lokasi sosial 
penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan 
yang dapat diobservasi.30 Dalam penulisan ini lokasi penelitiannya adalah daerah 
Kecamatan Bintang, dimana di Kecamatan Bintang memiliki 24 Gampong dan 
penulis hanya mengambil 5 (lima) Gampong yang akan dijadikan sebagai lokasi 
untuk memperoleh data yaitu: 
a. Gampong Linung Bulen Dua 
b. Gampong Cik Kuala Satu 
c. Gampong Linung Bulan Satu 
d. Gampong Dedamar 
e. Gampong Kala Bintang 
1.6.3 Teknik pengumpulan data 
Untuk mendapat data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk 
membahas permasalahan yang ada, maka penulisan menggunakan metode 
wawancara (interview), observasi, dan dokumentasi sebagai teknik 
pengumpulan data. 
a. Wawancara 
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Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi 
semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.31 Atau sebuah 
proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan caratanya jawab 
sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang 
diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.32 
b. Observasi 
Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk 
menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra serta dibantu alat 
lainnya.33 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan 
berbagai macam dokumen. Salah satunya adalah dengan mengumpulkan bukti 
yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi.34 Dalam metode ini 
penulis berusaha mengumpulkan dokumen-dokumen yang dapat memberikan 
informasi tentang pelaksanaan kerjasama dan bagi hasil kopi yang dijalankan 
oleh pihak-pihak dengan menggunakan akad muzāra’ah yang dilaksanakan di 
Kecamatan Bintang. 
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1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data 
Instrumen pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
meliputi daftar pertanyaan, buku tulis, pulpen dan alat bantu lainnya yang 
diperlukan pada saat melakukan wawancara dengan responden. Dengan ini  
dirancang dan di buat dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan data 
empiris sebagaimana adanya,dan juga tidak lepas dari  indikator  variable 
lainnya seperti teori atau konsep yang ada dalam pengetahuan ilmiah yaitu buku, 
artikel dan dokumentasi lainnya yang membahas mengenai penerapan kerjasama 
dan perjanjian bagi hasil perspektif akad muzāra’ah. 
1.7 Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, berikut diuraikan secara 
ringkas sistematika pembahasan yaitu: 
Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar 
belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan pembahasan, 
metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. 
Bab kedua merupakan bab yang membahasan tentang landasan teori 
tentang akad muzāra’ahpada bagi hasil kebun kopi yang mencangkup 
pengertian dan landasan hukum akad muzāra’ah rukun dan syarat, berakhirnya 
akad, akibat akad muzāra’ah sistem pembagian keuntungan dalam akad 
muzāra’ah, pengertian bagi hasil, dan macam-macam bagi hasil dalam 
perspektif hukum Islam. 
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Bab ketiga merupakan bab inti yang membahas tentang analisis praktek 
kerjasama dengan menggunakan akadmuzāra’ahdi Kecamatan Bintang yang 
berkaitan dengan gambaran umum tentang mekanisme praktik bagi hasil dalam 
perspektif akad muzāra’ahdi Kecamatan, tinjauan hukum Islam terhadap 
praktek kerjasama dengan menggunakan muzāra’ahdi Kecamatan Bintang. 
Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 
saran. Pada bab ini menulis menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah ini dan 
juga saran untuk kemajuan kedepan yang lebih baik. 
20 
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KONSEPSI AKAD MUZĀRA’AH MENURUT HUKUM ISLAM 
 
2.1. Pengertian Akad Muzāra’ah 
A. Pengertian Akad 
Perjanjian dalam hukum Islam sering disebut dengan istilah aqad yang 
telah di Indonesiakan menjadi akad.35 Kata akad berasal dari kata al-aqh yang 
berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Akad dalam hukum 
Islam diartikan sebagai ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu 
hubungan dua arah. Hubungan ini dapat berlaku untuk keperluan materi berupa 
benda yang bergerak maupun tidak.
36
 Akad adalah pertemuan ijab dan qabul 
sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu 
akibat hukum pada objeknya ini merupakan pendapat Syamsul Anwar.37 
Menurut Syamsul Anwar, ada beberapa definisi mengenai akad adalah 
sebagai berikut: 
1. Akad merupakan pertemuan ijab Kabul sebagai penyertaan kehendak 
dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada 
objeknya. 
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2. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah 
pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan 
Kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. 
3. Akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. 
4. Akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak 
dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum.  
5. Melahirkan suatu akibat hukum yang mempersatukan maksud bersama 
yang dituju dan  hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan 
akad adalah tujuandari akad.
38
Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi 
hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad.  Rukun akad 
tersebut adalah: 
a) Al-Aqid atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, 
persekutuan, ataupun badan usaha yang memiliki kecakapan 
dalam melakukan perbuatan hukum. 
b) Shighat atau perbuatan yang menunjukan terjadinya akad berupa 
ijab dan Kabul. 
c) Al-Ma’qud alaih atau objek akad. Objek akad adalah amwal atau 
jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak. 
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d) Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara’ dan 
tujuan akad itu terikat erat dengan berbagai bentuk yang 
dilakukan.
39
 
Adapun syarat terjadinya akad yaitu sebagai berikut: 
a) Pihak-pihak yang melakukan akad ialah orang yang dipandang mampu 
bertindak menurut hukum (mukallaf) 
b) Objek akad itu diketahui oleh syara’ yang memenuhi syarat. 
c) Akad itu tidak dilarang oleh Nash syara’. 
d) Akad itu bermanfaat atau akad tersebut dapat memberi manfaat bagi 
orang yang melakukan akad. 
e) Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab 
sudah berpisah sebelum adanya Kabul, maka ijab tersebut menjadi 
batal.40 
B. Pengertian Akad Muzāra’ah 
Muzara’ah berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah 
dengan petani penggarap.41Secara etimologis muzāra’ah adalah kerjasama 
dibidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan benihnya 
berasal dari pemilik tanah.42 Pengertian muzāra’ah dalam hukum perdata Islam 
adalah pemilik tanah menyerahkan sebidang tanahnya kepada pihak lain untuk  
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digarap untuk ditanami padi, jagung, dan/atau tanaman lainnya, 
kemudian hasil dari tanaman tersebut dibagi oleh pemilik tanah dengan petani 
penggarap berdasarkan kesepakatan bagian tertentu.43 
Pengertian Muzara’ah menurut pendapat para ulama (Fuqaha), yaitu sebagai 
berikut: 
1. Mazhab Hanafi (Hanafiyah) muzara’ah adalah suatu peristilahan mengenai 
akad perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap yang mengolah tanah 
itu. 
2. Mazhab Maliki (Malikiyah) mengartikan muzara’ah adalah persekutuan 
dalam suatu akad perjanjian atau perkongsian berupa bercocok tanam. 
3. Mazhab Hanabilah mengartikan muzāra’ah adalah menyerahkan tanah 
kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan 
tanaman (hasilnya) tersebut dibagi diantara keduanya. 
4. Mazhab Syafi’I (Syafi’iyah) muzara’ah adalah kerjasama antara pemilik 
tanah dengan penggarap untuk menggarapnya dengan imbalan sebagian dari 
hasilnya.44 
Dapat di simpulkan bahwa akad muzara’ah adalah akad kerjasama 
antara dua pihak dimana pihak pertama (Pemilik kebun) menyediakan semua 
modal yang diperlukan. Sedangkan pihak lainnya (Petani penggarap) menjadi 
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pengelola, keuntungan usaha dibagi setelah masa panen tiba sesuai dengan 
kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak.45 
C. Asas Berakad dalam Islam 
Terdapat tujuh asas berakad dalam Islam, yaitu  
1. Asas Ilahiah 
Adalah asas keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa 
seluruh yang ada di bumi dan di langit adalah milik-nya, serta yakin 
bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk akhluknya. 
46
 
2. Asas Kebebasan 
Adalah pihak-pihak yang melakukan  kerjasama mempunyai 
kebebasan untuk memilih membuat perjanjian, baik dari segi objek 
perjajian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk 
cara-cara penyelesaian sengketa bila terjadi sengketa. 
3. Asas Persamaan dan Kesetaraan 
Yaitu setiap manusia berhak memiliki kesempatan yang sama 
untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para 
pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan asas 
persamaan dan kesetaraan tidak boleh menzalimi satu sama lain.
47
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4. Asas Keadilan 
Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi indivudu, 
baik moral maupun material, antara individu dan masyarakat, dan 
diantara masyarakat satu dan lainnya berdasarkan pada syari’at Islam. 
5. Asas Kerelaan 
Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka 
atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, 
paksaan, penipuan. Unsur suka rela menunjukkan keikhlasan dan iktikad 
baik dari para pihak.
48
 
6. Asas Kejujuran dan Kebenaran 
Jika kejujuran tidak diterapkn dalam melakuakan kerjasama, 
maka akan merusak legalitas kerjasama tersebut, jika tidak adanya 
asas kejujuran dalam suatu perikatan maka akan menimbulkan 
perselisihan diantara para pihak. 
7. Asas Tertulis 
Dianjurkan dalam melakukan perikan antara para pihak maka 
suatu perikatan dilkakukan dengan cara tertulis, d hadiri saksi-saksi, 
da diberikan tanggung jawb individu yangmelakukan perikatan, dan 
yang menjadi saksi. 
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2.2. Dasar Hukum Muzāra’ah 
Akad muzāra’ah diperbolehkan dalam Islam, karena tujuan saling tolong 
menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap tanah. Atas dasar tolong 
menolong dalam pengolaha tanah itu, Islam memberikan kesempatan untuk 
saling bekerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap yang terampil dalam 
pengelola tanah tersebut.49 
Ulama Maliki, Hambali, Abu Yusuf (1113-182 H/731-798 M) mereka 
juga berpendapat bahwa akad muzāra’ah hukumnya boleh, karena akadnya 
cukup jelas, yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan 
sawah.50Adapun alasan tentang kebolehan melakukan praktik kerjasama 
menggunanakan akad muzāra’ah telah dijelaskan Allah SWT dalam al- Qur’an 
Surah al-Mā’idah (5): 2 
ْ
 
اُونَواَعَتَوْْ
َ
َعَْٱْ
 
لْر ِ ربَْْوٱ
 ْقَّلت ْ  ىَوْْ
َ
لَوْْ
 
اُونَواَعَتْْ
َ
َعَْٱْر
 
لْ ثْرمَْْوٱْ
 
ل ْدُعْ َو ْ رنَْْوٱْ
 
اوُقَّتْٱْ َ َّللَّْْنرإْ
ٱَْ َّللُْْدي ردَشْٱْ
 
لْرباَقرعْ٢ْ 
Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 
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pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-nya. (Q.S. al-Mā’idah [5]:2).51 
Allah juga menjelaskan tentang kebolehan melakukan kerjasama dalam 
bidang pertanian yaitu dalam al-Qur’an surah al-An-ām (6): 141. 
۞َْوُهَوْٱ ْير
َّ
لَّْْ
َ
أَشن
َ
أْْ َّنَجْ تْ ْع َّم َْشوُر ْتَْْ  يََغوْ ْعَم َْشوُرْ تَْْوٱ ْخَّلنَْلَْْوٱ ْر َّزلَْعْ
 ُْماًفرلَتُْْه
ُلُك
ُ
أۥَْْوٱ ْي َّزلَْنوُتَْْوٱَْنا َّم ُّرلْ ََْشتُم ْهرباَْْ  يََغوْ ََْشتُم ْ هربْْ
 
اُوُكُْنرمْْرهررَمَثْ ۦْْ
 اَذرإْ
 ْث
َ
أَْرَمْْ
 
اُوتاَءَوُْْه َّقَحۥْ َْويَْمْْرهرداَصَحْ  ۦْْ
َ
لَوْْر  ُست ُْوفْ 
 
اُْْهَّنرإۥْْ
َ
لْْ ُّبرُيُْْٱ
 
لْر  سُمََْ رفِيْ١٤١ْ 
    Artinya: Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung pohon 
kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun 
dan delima yang serupa (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang 
bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di 
hari memetik hasilnya (dengan sedekah kepada fakir miskin), dan 
janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berlebihan. (Q.S. al-An-ām [6]: 141).52 
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Ayat tersebut menjelaskan tentang pemanfaatanlahan yang kosong untuk 
dijadikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, menerangkan tentang 
diperbolehkannya kerjasama dalam bidang pertanian dengan memberi 
hasil/upah kepada orang lain sesuai dengan haknya dan tidak berlebih-lebihan 
dalam hal apapun termasuk dalam hal pertanian. 
Berikut hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW 
pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka 
masih yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan 
tanam-tanaman.53Rasulullah SAW bersabda tentang kebolehan menggunakan 
akad muzara’ah dalam bidang pertanian yang berbunyi: 
 ( ْهنَع ُللها يِضُرَمُع نبا ْنَع( ِللها ٌل وٌس َر َّن أ  َر َبيَخ َله ا َلَم اَع َملَس َو ِهيلَع
عرَز وأ َرشم ْنِم اَهنِم ُج ُرَيَ اَم رطَشِب ) َخُبل ا ُهَج َرخأيرا)  
Artinya:  Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. Sesungguhnya Rasulullah SAW. 
Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk 
digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan dan 
tanam-tanaman. (HR. Bukhari). 
2.3. Syarat dan Rukun Muzāra’ah 
Adapun syarat muzāra’ah dalam ekonomi syariah adalah sebagai 
berikut: 
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a. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang digarap kepada pihak yang 
akan menggarap. 
b. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap 
lahan yang diterimanya. 
c. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila 
pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan. 
d. Akad muzāra’ah dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas. 
e. Jenis benih yang ditanami dalam muzāra’ah terbatas harus dinyatakan 
secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap. 
f. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam 
akad muzāra’ah mutlak. 
g. Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, 
cuaca, serta carayang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang 
musim tanam. 
h. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik 
lahan. 
i. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai 
pembagian hasil pertanian yang diterima oleh masing-masing pihak. 
j. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad muzara’ah dapat 
mengakibatkan batalnya akad. 
k. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan 
pelanggaran (penyimpangan) menjadi milik pemilik lahan. 
30 
 
l. Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan 
untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap. 
m. Penggarap berhak melanjutkan akad jika tanamannya belum layak 
dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia. 
n. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama yang dilakukan 
pihak yang telah meninggal dunia, sebelum tanaman pihak penggarap 
bisa dipanen. 
o. Hak penggarap lahan dapat dipindahkan dengan diwariskan apabila 
penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen. 
p. Ahli waris penggarap berhak meneruskan atau membatalkan akad yang 
dilakuka oleh pihak yang meninggal.54 
Adapun rukun akad muzāra’ah yang dijelaskan dalam kompilasi hukum 
ekonomi syariah adalah sebagai berikut: 
a) Pemilik lahan 
b) Penggarap 
c) Lahan yang digarap 
d) Akad.55 
Jumhur ulama, membolehkan menggunakan akad muzāra’ah, apabila rukun 
dan syarat sudah terpenuhi sehingga akad yang dilaksanakan dianggap sah.56 
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2.4 Pengertian Bagi Hasil  (profit-sharing) 
Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan 
profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara 
definisi profit sharing dapat diartikan sebagai “distribusi beberapa bagian dari 
laba pada pengawai dari suatu perusahaan”.57 Menurut Antonio, bagi hasil 
adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni 
pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola 
(Mudharib).58 
Secara umum prinsip-prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat 
dilakukan dengan empat akad utama, yaitu, al musyarakah, al mudharabah, 
muzāra’ah, dan al-musaqalah. Tetapi yang paling banyak dipakai adalah al-
musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzāra’ah dan al-
musaqalahdipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan 
pertanian untuk beberapa bank Islam.
59
Sistem bagi hasil dapat diterapkan 
dengan menggunakan beberapa model perhitungan bagi hasil yaitu:  
1. Perhitungan bagi hasil disepakati berdasarkan kesepakatan pendapatan 
(Profit And Loss Sharing System, RSS) adalah sistem bagi hasil yang 
didasarkan atas pendapatan (revenue) yang diperoleh sebelum dikuragi biaya-
biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. 
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2. Sistem bagi hasil yang diterapkan berasarkan laba kotor (Gross Profit 
Sharing Syistem, GPSS) adalah sistem bagi hasil yang didasarkan pada 
pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya variabel (biaya 
variabel produksi atau harga pokok pembelian) yang dikeluarkan dalam 
proses produksi.60 
3. Sistem bagi hasil yang diterapkan berdasarkan laba operasi bersih (Operating 
Profit Sharing Syistem, OPSS) adalah sistem bagi hasil yang didasarkan atas 
pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya variabel dan biaya-
biaya tetap serta biaya lainnya yang dikeluarkan dalam produksi. Model ini 
digunakan apabila kedua belah pihak telah saling percaya. 
4. Sistem bagi hasil yang diterapkan berdasarkan laba bersih (Net Profit Sharing 
Syistem, NPPS) adalah sistem bagi hasil yang didasarkan atas pendapatan 
yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya variabel, biaya tetap, dan biaya 
lain-lainyang dikeluarkan dalam proses produksi dan telah dikurangi pajak 
perusahaan yang harus dibayarkan.61 
Sistem bagi hasil merupakan sistem dilakukannya perjanjian atau ikatan 
bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Usaha tersebut diperjanjikan adanya 
pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak. 
Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai 
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kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (an-Tarodhin) 
masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.62 
 
2.5  Pendapat  Para Ulama Tentang Kebolehan Akad Muzara’ah 
a. Hukum muzāra’ah Shahih Menurut Hanafiyah 
Menurut Hanafiyah, hukum muzāra’ah yang sahih adalah sebagai berikut: 
a) Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada 
penggarap. 
b) Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah. 
c) Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad. 
d) Menyiram atau menjaga tanaman, jika disyaratkan akad dilakukan 
bersama, hal itu harus dipenuhi. Akan tetapi, jika tidak ada kesepakatan, 
penggaraplah yang paling bertanggung jawab menyirami atau menjaga 
tanaman. 
e) Dibolehkan menambah penghasilan dari kesepakatan waktu yang telah 
ditetapkan. 
f) Jika salah seorang yang berakad meninggal sebelum diketahui hasilnya, 
penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad berdasarkan 
pada waktu.63 
b. Hukum muzāra’ah  Fasid Menurut Hanafiyah 
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Menurut Hanafiyah ada beberapa ketentuan untuk muzāra’ah yang fasid 
yaitu: 
 
a) Tidak ada kewajiban apapun bagi muzari’ (penggarap) dari pekerjaan 
muzāra’ah karena akadnya tidak sah. 
b) Hasil yang diperoleh dari tanaman penggarap semuanya untuk pemilik 
benih, baik pemilik tanah maupun penggarap. 
c) Apabila benihnya dari pemilik tanah maka pengelola memperoleh upah 
atas pekerjaanya, kerena fasid-nya akad muzāra’ah tersebut. Apabila 
benihnya berasal dari penggarap maka pemilik tanah berhak 
memperoleh sewa atas tanahnya, karena dalam dua kasus ini status 
akadnya adalah sewa menyewa atas tanahnya. 
d) Dalam muzāra’ah yang fasid, apabila muzari’ telah menggarap tanah 
tersebut maka muzari’ wajib diberi upah yang sepadan (ujratul mitsli), 
meskipun tanah yang digarapnya tidak menghasilkan apa-apa. 
e) Upah yang sepadan dalam muzāra’ah yang fasid harus ditetapkan 
dengan jumlah yang disebutkan, sesuai dengan persetujuan kedua belah 
pihak.64 
Pendapat para ulama lainnya tentang kebolehan menggunakan akad 
muzara’ah, Abu Hanifah dan Zufar berpendapat akad muzara’ah tidak boleh 
dilakukan karena menurut mereka muzara’ah dengan bagi hasil sepertiga, 
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seperempat adalah batil, Abu Hanafiah membolehkan akad muzara’ah apabila 
hasil pertanian sepenuhnya menjadi pemilik sawah, sedangkan petani dia 
menerima bagian dari upah mengerjakan sawah tersebut. Namun menurut Imam 
Syafi’I akad muzara’ah boleh dilakukan apabila akad itu mengikut kepada akad 
musaqah dengan ketentuan tidak ada pemisahan antara kedua akad ini, akad 
yang terlebih dahulu dilakukan adalah akad muzara’ah kemudian diikuti oleh 
akad musaqah. Sementara itu Abu Yusuf dan Muhammad As-Syaibani dan 
ulama Hanabilah berpendapat bahwa akad muzara’ah dibolehkan dengan 
ketentuan pemilik lahan menyediakan benih., menurut ulama Malikiyah 
muzara’ah dibolehkan karena menjadikan tanah mempunyai nilai dan memberi 
manfaat, dengan ketentuan upahnya dalam bentuk uang, atau hewan atau barang 
perniagaan.65 
Akad muzara’ah adalah akad perserikatan dalam masalah harta dan 
pekerjaan, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dan pemilik 
lahan pertanian. Dalam keadaan pemilik lahan tidak dapat mengerjakan 
lahannya, sedangkan petani tidak mempunyai lahan pertanian, mereka berdua 
dapat bekerjasama untuk mengelola lahan pertanian atas dasar bagi hasil.66 
2.6. Tujuan dan Manfaat Muzara’ah 
 Tujuan dan Hikmah kerjasama dengan menggunakan akad muzara’ah 
adalah tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam memenuhi 
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kebutuhan sehari-hari. Pada umumnya banyak orang-orang yang mempunyai 
lahan pertanian yang banyak tetapi tidak memiliki banyak waktu untuk dapat 
mengolah lahannya karena tidak mempunyai banyak waktu, sehingga tanahnya 
terlantar. Disamping itu banyak alhi pertanian yang mampu bekerja tetapi tidak 
dapat bekerja karena tidak memiliki tanah/lahan. Dengan adanya kerjasama ini 
kedua belah pihak dapat saling memberi manfaat dan saling menguntungkan.67 
2.7. Muzara’ah yang Tidak Sah 
Apabila jatah pihak yang bekerja sudah ditentukan, misalnya seukuran 
tertentu dari hasil panen, atau pemilik tanah menentukan hasil dari ukuran jarak 
tanah tertentu menjadi bagiannya, sementara sisanya untuk pihak pekerja atau 
menjadi milik bersama. Muzara’ah seperti ini tidak sah karena mengandung 
unsur ketidakjelasan. Hal ini juga bias menimbulkan pertikaian.68 
2.8.  Berakhirnya Akad Muzāra’ah 
Muzāra’ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan 
tujuan akad, ada beberapa penyebab berakhirnya akad muzara’ah adalah sebagai 
berikut: 
a. Masa perjanjian muzāra’ah telah habis 
b. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum 
dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buah sudah bisa 
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dipanen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh imam Hanafiah dan 
Hanabilah. Akan tetapi menurut imam Malikiyah dan Syafi’iyah, 
muzāra’ah tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang 
melakukan akad. 
c. Adanya uzur atau alasan, baik dari pihak pemilik lahan maupun dari 
pihak penggarap. Diantara uzur atau alasan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
a) Pemilik tanah mempunyai hutang yang sangat besar dan mendesak, 
sehingga tanah yang sedang digarap oleh petani penggarap harus 
dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta yang lain selain tanah 
tersebut. 
b) Timbulnya uzur (alasan) dari pihak penggarap, seperti sakit atau 
berpergian untuk kegiatan usaha atau jihad fi sabilillah, sehingga ia 
tidak bisa mengelola (menggarap) tanah tersebut.69 
2.9. Akibat Akad Muzāra’ah 
Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya menerangkan bahwa para jumhur 
ulama yang membolehkan akad muzāra’ah apabila akad telah memenuhi rukun 
dan syarat maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut: 
a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya 
pemeliharaan pertanian tersebut. 
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b. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya penuaian, serta biaya pembersihan 
tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan 
persentase bagian masing-masing. 
c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. 
d. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila 
tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing. 
e.  Apabila kebiasaan tanah itu diairi dengan air hujan, maka masing-
masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi tanah itu dengan 
melalui irigasi, sedangkan dalam akad disepakati menjadi 
tanggungjawab mengairi pertanian itu dengan irigasi. 
f. Apabila salah seorang meninggal sebelum panen, akad tetap berlaku 
sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena 
jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah (al-ijarah) 
bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan.70 
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BAB TIGA 
PRAKTEK PENGELOLAAN KEBUN KOPI DAN BAGI HASIL DI 
KECAMATAN BINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH 
  
3.1   Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian 
3.1.1 Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah 
Kabupaten Aceh Tengah dengan ibu Kota Takengon, merupakan sebuah 
Kabupaten yang terletak di tengah Provinsi Aceh, Indonesia yang memiliki luas 
445.404,12 Ha. Batas administrasi Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut: 
Sebelah Utara  : Kabupaten Bener Meriah, Bireun dan Pidie 
Sebelah Selatan : Kabupaten Aceh Timur dan Gayo Lues 
Sebelah Timur            : Kabupaten Gayo Lues, Aceh Barat Daya 
Sebelah Barat  : Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya dan Pidie.
71
 
Kabupaten Aceh Tengah terletak pada posisi 4˚22 14, 42 - 4˚42 4 ,   
Lintang Utara dan 96˚ 15 23, 6 - 96˚ 22 1 ,  6 Bujur Timur, yang terdiri dari 14 
Kecamatan dan 268 desa, salah satunya adalah Kecamatan Bintang yang terdiri 
dari 24 desa, yang terletak pada ketinggian 200-2600 meter di atas permukaan 
laut. Daerah ini terletak pada 4˚  1  - 4˚5  Lintang Utara dan 96˚1  - 96˚22 
Bujur Timur.72 
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Kecamatan Bintang merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di 
Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kecamatan 
Bintang adalah 57.826,07 Ha, yang terdiri dari 100.49 jiwa,73kebanyakan  
penduduknya berprofesi sebagai petani, selain berbrofesi sebagai petani ada juga 
yang berprofesi sebagai nelayan, pedangang, peternak dan pegawai negeri sipil. 
Namun ada juga yang memiliki profesi ganda seperti seorang yang berprofesi 
sebagai PNS, kemudian memiliki pekerjaan sampingan sebagai pedagang, ada 
yang berprofesi sebagai nelayan tetapi juga pekerjaan sampingan sebagai 
petani.74 
Penduduk Kecamatan Bintang bermayoritas suku Gayo, Aceh, dan Jawa. 
Aceh merupakan salah satu suku dari sekian banyak suku di Indonesia. Suku 
Aceh mempunyai kebudayaan tersendiri, bahasa sendiri yang berbeda dengan 
suku lainnya di Indosesia, perbedaan suku tidaklah menjadi suatu perbedaan 
dalam masyarakat, hal ini dikarenakan masih eratnya solidaritas dan 
persaudaraan antar sesama, penduduk pribumi sepenuhnya memeluk agama 
Islam.75 
Perkembangan Kecamatan Bintang saat ini sudah sangat maju dari 
sebelumnya,  dimana setiap rumah bahkan setiap individu sudah memiliki alat 
teknologi, komunikasi dan fasilitas untuk kebutuhan sehari-hari, seperti telepon, 
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tv, jaringan internet, prabot rumah tangga yang bersifat elektronik, dan lain-lain, 
sehingga dapat memudahkan dalam mencari informasi. 
Pendidikan di Kecamatan Bintang cukup baik, sudah banyak memiliki 
sarana pendidikan seperti, Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Dasar Luar 
Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah 
Atas Negeri (SMAN/SMK), ada juga pendidikan yang berbasis Islam yaitu, MI 
(Madrasah Ibtidayah), MTSN, pesantren Nurul Ikhwan dan Pesantren Mi’yarul 
Ulum Al-ziziyah. Kecamatan Bintang terdiri dari 24 Desa yaitu sebagai 
berikut:76 
2.9.1. Desa Tempat Penelitian 
Tabel 3.1 
Data Desa Tempat Penelitian yang berada diKecamatan 
Bintang 
No Desa, 
kelurahan 
 Luas ( km ) Persentase 
1 Linung Bulen 
Due 
11 2,56 
2 Kuala Satu 10 2,33 
3 Linung Bulen 1 13 3,03 
4 Dedamar 30 6,99 
5 Kala Bintang 6 1,40 
Jumlah / Total 70 16,31 
     Sumber: Kantor Camat Kecamatan Bintang (2019) 
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1. Desa Linung Bulen II 
Merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah  Kecamatan Bintang. 
Desa Linung Bulen II adalah desa hasil perpecahan antara desa Bewang dan 
desa Kalabintang yang sebelumnya tiga desa ini adalah satu, tetapi karena 
adanya perubahan dan jumlah penduduk yang sangat banyak maka ketiga desa 
ini dipisahkan. Luas desa Linung Bulen Dua 13 hektar dengan jumlah penduduk 
yang berjenis kelamin laki-laki 367 jiwa dan yang perempuan 369 jiwa dengan 
total jumlah yaitu sebanyak 736 jiwa.77 Terdiri atas 640 kepala keluarga. Kepala 
Desa atau Reje78yang saat ini menjabat adalah Bapak Miswandi.79 
 
2. Kuala I 
Merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bintang, yang 
memiliki jumlah penduduknya  yang berjenis kelamin laki-laki 415 jiwa dan 
yang berjenis kelamin perempuan 486 jiwa dengan jumlah total 926 jiwa yang 
terdiri dari 412 kepala keluarga. 
3. Linung Bulen I 
Merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Bintang, 
desa ini memiliki jumlah penduduk 870 jiwa. Terdiri atas 450 kepala keluarga, 
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dan penduduknya kebayakan bekerja sebagai petani dan pedagang. Kepala desa 
reje yang saat ini menjabat adalah bapak Suhada.80 
4. Dedamar 
Merupakan desa yang terletak paling ujung sebelah timur, desa ini 
memiliki jumlah penduduk 808 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan 
akan tetapi jumlah jiwa tersebut belum termasuk anak kecil yang masih Sekolah 
Dasar dan yang masih duduk di bangku Taman Kanak-Kanak yang belum 
termasukkan kedalam daftar jumlah penduduk.81 
5. Kala Bintang 
Merupakan desa yang terletak di bagian ujung barat, yang letaknya 
dipinggir danau laut tawar, jumlah jiwa yang berada di desa ini yaitu laki-laki 
330 jiwa dan perempuan 430 jiwa terdiri atas 567 kepala keluarga.
82
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3.2. Mekanisme Pelaksanaan Praktek Kerjasama dan Sistem 
Perhitungan Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kopi di Kalangan 
Masyarakat Kecamatan Bintang 
3.2.1. Penentuan Hak dan Kewajiban Pemilik Lahan dan Petani 
penggarap 
 
Dalam kerjasama terpenuhinya hak dan kewajiban merupakan suatu 
keharusan. Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling timbal balik dalam 
suatu transaksi. Hak merupakan salah satu pihak merupakan kewajiban bagi 
pihak lain, sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi orang lain.  
Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu 
atau dalam pengertian lain hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena 
telah ditentukan oleh aturan undang-undang.83 Ketika hak sesorang tidak 
terpenuhi maka ada sesuatu yang menyalahi aturan dan ditakutkan akan 
mengakibatkan perselisihan. 
Selain hak, kewajiban juga merupakan hal yang sangat penting yang 
harus dijaga agar terciptanya kedamaian. Kewajiban merupakan sesuatu hal 
yang wajib dilakukan.84 Kewajiban merupakan hal yang harus dipenuhi, jadi 
tidak hanya meminta hak saja tetapi juga melakukan kewajiban-kewajibannya. 
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Secara umum hak adalah sesutau yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah 
sesuatu yang harus kita lakukan atau kita tunaikan. 
Akad Muzara’ah terdapat dua pihak yang yang terlibat, yaitu petani 
pengelola dan pemilik lahan. Petani pengelola adalah orang yang mengerjakan 
lahan pertanian yang dimiliki oleh pemilik lahan dan mendapat bagian dari hasil 
yang di panen sesuai dengan cara pembagian yang telah disepakati oleh kedua 
belah pihak (petani pengelola dan pemilik lahan). Sedangkan pemilik lahan 
adalah orang yang mempunyai lahan pertanian yang mana karena keadaan 
tertentu menyerahkan hak pengelolaan lahannya kepada orang lain. 
Perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kopi antara petani penggarap 
dengan pemilik lahan adalah berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat 
dengan bermusyawarah. Biasanya pemilik lahan menawarkan lahannya kepada 
kerabat yang usdah dikenal untuk melakukan kerjasama dengan pengelolaan 
lahan pertanian tersebut karena ia sendiri tidak memilliki bnyak waktu untuk 
melakukannya.85 Sebaliknya, ada juga pihak petani sengaja menawarkan dirinya 
untuk memberikan ijin mengelola lahan miliknya karena ia tidak memiliki lahan 
untuk bertani atau memiliki lahan tetapi tidak mencukupi.86 
Musyawarah merupakan suaru anjuran dalam Islam, ketika kedua belah 
pihak telah bermusyawarah dan sepakat untuk melakukan kerjasama tersebut 
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maka kedua belah pihak melakukan beberapa kesepakatan yang akan dijalankan 
bersama kedepannya.87 
  Masyarakat Kecamatan Bintang melakukan kerjasama pengelolaan lahan 
pertanian adalah berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak (petani 
pengelola dan pemilik lahan) yaitu secara lisan atas dasar kepercayaan, dalam 
hal ini pemilik kebun melakukan kerjasama hanya dengan orang yang telah 
dikenal dan dengan kerabat atau saudara terdekat saja.88 Sedangkan bagi petani 
penggarap hal yang paling utama harus ada adalah lahan/ tanah yang nantinya 
akan digunakan sebagai lahan untuk pertanian yang terbukti dapat 
menghasilkan.89 
Secara umum, akad muzara’ah yang dipraktekkan oleh masyarakat 
Kecamatan Bintang berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat atas insiatif 
dari kalangan masyarakat sendiri, hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk 
yang perprofesi sebagai patani dan semakin banyaknya dibuka lahan perkebunan 
yang sebelumnya merupakan tanah kosong.90 
Akad muzara’ah yang dipraktikkan oleh masyarakat setempat adalah 
dengan pembuatan akad, kedua belah pihak bertemu langsung dan membahas 
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kontrak kerjasama yang mereka sepakati. Dalam pembuatan akad, ada dua tipe 
akad yang sedang sering dilakukan, yaitu (1) membuat akad secara lisan; dan (2) 
membuat akad oleh kedua belah pihak (Petani penggarap dan pemilik kebun) 
dengan cara tertulis.91 
Masyarakat Kecamatan Bintang kebanyakan mempraktikkan akad 
muzara’ah dengan menggunakan akad secara lisan, karena biasanya pihak 
pengelola  masih berasal dari kalangan kerabat atau keluarga dekat, hal tersebut 
hanya dilandasi dengan adanya rasa saling percaya, sehingga pembuatan akta 
autentik dianggap tidak terlalu perlu, mereka beranggapan bahwa pembuatan 
akta autentik hanya menyulitkan saja dan membuang-buang waktu.92 
 Sedangkan beberapa pihak ada yang melakukan kerjasama pengelolaan 
kebun kopi berlandaskan akad tertulis, yaitu berupa tulisan tangan yang diberi 
materai Rp.6000 dan menghadirkan beberapa orang sebagai saksi dan 
ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Masyarakat setempat yakin 
bahwa dengan adanya perjanjian secara tertulis dianggap sudah cukup dan 
mampu menjadi bukti yang kuat apabila suatu dikemudian hari terjadi 
perselisihan.93 
Dari hasil wawancara di atas, bahwa bentuk perjanjian pengelolan kebun 
kopi yang terjadi di lima Desa kecamatan Bintang dapat dilihat pada tabel 
berikut ini: 
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Tabel 3.2 
Bentuk Perjanjian Pengelolaan Kebun Kopi dan Jangka Waktu yang 
ditetapkan oleh Petani Penggarap dan Pemilik Kebun 
No Nama Akad Saksi Modal Jangka 
Waktu 
1 Jufri 
(Pemilik Lahan) 
Tertulis Ada Pemilik  
Kebun 
Ditentukan 
2 Andi Arjuna 
(Petani Penggarap) 
Lisan Tidak ada Pemilik Kebun Tidak 
ditentukan 
 
3 Faizul 
(Pemilik Lahan) 
Lisan Tidak ada Pemilik Kebun Tidak 
ditentukan 
4 Suhardi 
(Pemilik Lahan) 
Lisan Tidak ada Pemilik Kebun Tidak 
ditentukan 
5 Suwarli 
(Petani penggarap) 
Tertulis Ada Pemilik Kebun Ditentukan 
6 Subhanto 
(Petani Penggarap) 
Lisan Tidak ada Pemilik Kebun Tidak 
ditentukan 
7 Mursaidi 
(Pemilik Lahan) 
Lisan Tidak ada Pemilik Kebun Tidak 
ditentukan 
8 Taufiq 
(Petani penggarap) 
Tertulis Ada Pemilik Kebun Ada 
9 Fajarullah 
(Pemilik Lahan 
Lisan Tidak ada Pemilik Kebun Tidak 
Ditentukan 
10 Hasan 
(Petani Penggarap) 
Lisan Tidak ada Pemilik Kebun Tidak 
Ditentukan 
Sumber Data: Petani Penggarap dan Pemilik Kebun di Kecamatan Bintang 
Tahun 2019 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bentuk kerjasama pengelolaan kebun 
kopi yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bintang ada yang menggunkan 
akad secara tertulis, namun lebih banyak melaksanakan akad secara lisan. 
Perjanjian berlansung hanya dengan bertemunya kedua belah pihak (petani 
penggarap dan pemilik kebun), jika sudah setuju, pemilik kebun langsung 
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menyerahkan lahannya, menyediakan semua kebutuhan yang harus di keluarkan 
selama masa perawatan kepada petani penggarap, dengan jangka waktu yang 
telah disepakati oleh kedua belah pihak (petani penggarap dan pemilik kebun), 
jangka waktu yang disepakati biasanya kurang lebih adalah lima tahun dengan 
luas lahan minsalnya 1 hektar lahan atau 16 rantai kopi. Maka dalam waktu lima 
tahun tersebut, setelah di rawat dan akan menghasilkan keutungan, maka 
keuntungan tersebut akan dibagi dua antara petani penggarap dengan pemilik 
kebun dengan persentase yang telah disepakati.94 
Berdasarkan hasil penelitian dibeberapa desa dapat disimpulkan bahwa 
praktik kerjasama pengelolaan kebun kopi dengan menggunakan akad 
muzara’ah yang terjadi  antara petani pengarap dengan pemilik kebun karena 
banyaknya alasan-alasan yang muncul dari pihak-pihak,  alasan-alasan tersebut 
yaitu sebagai berikut: 
Tabel 3.4 
Alasan-Alasan Petani Penggarap dan Pemilik Kebun Melakukan 
Perjanjian Kerjasama dan Bagi Hasil pada Pengelolaan Kebun Kopi 
Petani Pengelola Pemilik Kebun 
Tidak memiliki lahan untuk dikelola Memiliki lahan yang sangat luas, tetapi 
tidak mempunyai waktu yang khusus 
untus menggarap lahan tersebut 
Mempunyai lahan, tetapi tidak begitu 
luas, sehingga muncul keinginan untuk 
mendapatkan hasil tambahan dan 
mempunyai waktu yang banyak untuk 
Pemilik kebun ingin berpenghasilan 
tetap, walau tidak mengerjakan sendiri 
lahannya. Lahan tersebut dikerjakan 
dahulu oleh orang lain dan hasilnya 
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mengelola lahan milik orang lain. akan dibagi bersama. 
Tidak memiliki pekerjaan yang tetap, 
namun memilik pengeluaran yang 
banyak. 
Pemilik kebun ingin lahannya bisa 
berproduksi dengan baik, dan memberi 
manfaat kepada orang lain. 
Petani penggarap diminta langsung 
oleh pemilik kebun, agar lahannya 
dapat di kelola dengan baik oleh 
petani. 
Pemilik kebun tidak mempunyai 
banyak waktu, karena ada pekerjaan 
tetap yang lainnya yang lebih penting, 
sehingga ia meminta petani penggrap 
untuk merawat kebun tersebut 
Pertani penggarap mempunyai 
keahlian dalam bidang penggarapan. 
Pemilik kebun sepenuhnya percaya 
kepada petani penggarap akan lahan 
miliknya, yang nantinya akan dapat 
berproduksi dengan baik. tidak begitu 
paham dengan perkebunan, karena ia 
adalah orang pendatang 
Banyaknya petani penggarap yang 
tidak memiliki pekerjaan.  
Memberikan peluang kepada petani 
yang tidak memiliki pekerjaan dengan 
cara kerjasama, sehingga dapat 
membantu petani penggarap yang 
tidak memiliki pekerjaan 
Sumber Data: Petani pengarap dan pemilik kebun di Desa Dedamar, Kala 
Bintang, dan Linung Bulen Dua tahun 2019. 
 
3.2.2. Sistem Bagi Hasil Antara Petani Penggarap dan Pemilik Kebun 
Sistem bagi hasil atau tata cara pembagian hasil usaha yang dilakukan 
oleh dua pihak yang bekerjasama. Dalam perjanjian pengelolaan tanah yang 
dimaksud dengan perjanjian bagi hasil adalah upah sebagian dari hasil yang 
diperoleh dari pengolahan tanah tersebu, pembagian hasil kepada petani 
pengelola menurut kebiasaan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, 
ada yang pembagian hasil setengah, sepertiga, atau lebih rendah dari itu.95 
                                                             
95
 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam 
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Mengenai proses pembagian hasil atas hasil produksinya biasanya 
dilakukan dua kali dalam setahun,  hasilnya akan dibagi sama rata antara kedua 
belah pihak yaitu dengan persentase 50:50 96sebelum hasil panen dibagi dua, 
maka pemilik lahan berhak mendapatkan biaya perawatan atas tanah miliknya 
dari hasil panen tersebut, kemudian sisanya akan dibagi sama rata antara petani 
penggarap dengan pemilik kebun.97 
Bentuk pembagian hasil pengelolaan kebun kopi dilakukan dengan dua 
metode yaitu (1) pembagian biji kopi antata kedua belah pihak dan (2) adalah 
dalam bentuk uang hasil penjualan biji kopi. Pada saat masa panen tiba, maka 
biji kopi tersebut akan dijual oleh petani pengelola kepada toke kopi yang 
bertempat tinggal di kecamatan Bintang tersebut minsal harga biji kopi Rp. 
18.000/bambu dengan jumlah seluruh hasil panen adalah 400 bambu, maka 
penjualan itulah yang nantinya akan dibagi dua untuk petani penggarap 50% dan 
untuk pemilik kebun 50%, setelah dikurangi biaya awal atas produksi.98 Berikut 
adalah mekanisme akad muzara’ah: 
 
 
 
 
 
                                                             
96
 Wawancara dengan Khalian, di Desa Kala Bintang Kecamatan Bintang, 20 Juli 2019 
97
Ibid., 
 
98
 Wawancara dengan Suhardi, Pemilik Kebun di Desa Kala Bintang, pada Tanggal 20 
Juli 2019 
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Gambar 3.1 
Skema Transaksi Muzara’ah pada Masyarakat Kecamatan Bintang 
 
 
 
 
  
 
Terjadinya akad: 1) Tertulis 
  2)  Lisan  
 
 
 
   
Pembuatan akad baru/mengakhiri akad   
 
  
Skema diatas menjelaskan model muzāra’ah, yaitu pemilik lahan 
menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap dengan menyediakan 
keseluruhan modal, seperti pupuk, alat-alat dan semua biaya perawatan lainnya 
yang diperlukan selama bercocok tanam dan petani penggarap hanya bertugas 
mengelola lahan tersebut sesuai jangka waktu yang telah disepakati dengan 
Pemilik lahan 
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disepakati 
Proses bagi Hasil 
antara kedua belah 
pihak 
Akad berakhir 
setelah masa kontrak 
selesai 
Para pihak boleh 
melanjutkan kerjasama 
jika saling sepakat 
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tenaga dan keahlian yang dimiliki oleh petani penggarap dan hasil akan dibagi 
sama rata sesuai dengan persentase yang telah disepakati.Jika jangka waktu 
yang disepakati adalah lima tahun, jika waktu kontrak kerjasama telah berakhir 
maka petani penggrap dan pengelola bisa memilih melanjtutkan kontrak 
kerjasama atau dapat mengakhirnya.99 
Sistem pelaksanaan kerjasama pengelolaan kebun kopi di kalangan 
masyarakat Kecamatan Bintang, banyak memberi manfaat serta keuntungan 
untuk kedua belah pihak, selain menumbuhkan rasa solidaritas, rasa saling 
tolong menolong antar sesama, juga dapat mempersubur dan meningkatkan hasil 
pertanian mereka, bahwa dengan adanya kerjasama dalam sektor pertanian dapat 
membantu pihak-pihak kekurangan dalam bidang ekonomi atau dapat menutupi 
kebutuhan hidup keluarga mereka, terutama bagi yang tidak mempunyai lahan 
atau tanah.100 
Demikian pula, dapat disimpulkan dari beberapa keterangan yang 
dikemukakan oleh petani yang mengelola kebun di atas, bahwa kerjasama yang 
mereka lakukan mempunyai banyak dampak fositif terhadap aspek 
perekonomian bagi para petani, yakni dapat menambah penghasilan pendapatan 
sekaligus dapat meningkatkan taraf perekonomian para petani penggarap, 
sehingga kebutuhan hidup keseharian mereka dapat terpenuhi. 
                                                             
99
 Wawancara dengan Bapak Jufri di Desa Kuala Satu, pada tanggal 21 Juli 2019 
100
Wawancara dengan Bapak Andi Arzuna di Desa Kala Bintang Kecamatan Bintang, 
pada tanggal 21 Juli 2019. 
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3.3. Tinjauan Hukun Islam Terhadap Praktik kerjasama Pengelolaan 
Kebun Kopi di kalangan Masyarakat Kecamatan Bintang Kabupaten 
Aceh Tengah. 
 
 Fiqih ekonomi Islam mencangkup dua bidang yaitu ibadah dan 
muamalah. Dalam ibadah yang diatur adalah tatacara manusia berhubungan 
dengan Allah SWT, dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan 
larangannya. Dalam bidang muamalah yang diatur adalah ketetapan Allah SWT 
yang berhubungan antara manusia dengan manusia.101 
Perbuatan ibadah tidak boleh dikerjakan tanpa perintah dalam al-Qur’an 
dan al-Hadist, begitu juga dengan muamalah semua perbuatan yang dikerjakan 
oleh manusia dapat dikerjakan, selagi belum ada Nash al-Qur’an dan al-Hadist 
yang melarangnya. Hukum muamalah yaitu boleh dikerjakan selama pekerjaan 
itu tidak ada dalil yang mengharamkannya, dan harus ditinggalkan ketika 
pekerjaan itu ada larangan dan tidak memudaratkan orang lain.102 
Hukum bermuamalah adalah boleh (mubah) karena adanya kebebasan 
dalam berekonomi sampai ada dalil yang melarangnya. Begitu pula dengan 
kerjasama dalam bidang pertanian yang menggunakan akad muzāra’ah yang di 
ajarkan dalam Islam, hukumnya boleh jika tidak mengandung unsur-unsur yang 
dilarang, seperti: 
                                                             
101
 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam. (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm 55. 
102
 Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, Fiqih Ekonomi Islam, (Jakarta: Dae Al-
Muslim, 2015), hlm. 19 
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1) Tidak diterapkannya jangka waktu dalam perjanjian. 
2) Terdapat kecurangan yang dilakukan salah satu pihak sehingga 
menyebabkan akad menjadi rusak dan merugikan salah satu pihak. 
3) Adanya ikut camput tangan pemilik lahan dalam mengelola tanah 
perkebunan yang telah diserahkan kepada petani penggarap.103 
Allah telah menjelaskan dalam Q.S 5:1 bahwa seseorang itu harus 
memenuhi akad yang dilakukannya: 
 َْياَه ُّي
َ
أْٱَْنير
َّ
لَُّْْنَماَء ْْو
 
اْ ْو
َ
أْ
 
اُوفْْر بٱْ
 
لْردوُقُع 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (Q.Sal- 
Mā’idah:1). 
Allah juga menegaskan dalam Q.S 16: 34 mengenai keharusan seseorang 
dalam memenuhi janjinya, yaitu: 
 َۡوأَوۡ بْۡاُوفۡٱ
 ل ۡهَع ۡ دۡۡ َّن إۡٱ
 ل ۡهَعَۡناَكَۡدۡسَمۡٗلوۡۡۡ
Artinya: “…dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggung jawaban.”(al-Isrā’: 34). 
Berdasarkan ayat diatas, dapat kita lihat bahwa Allah SWT Telah 
mengatakan dengan jelas bahwa kita diperingatkan untuk memenuhi akad 
(perjanjian) yang kita lakukan, karena di akhirat nanti Allah SWT akan meminta 
pertanggung jawaban kepada semua atas semua janji tersebut. Penjelasan 
                                                             
103
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, cet. Ke-2, 2013), hlm. 
401 
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mengenai memenuhi akad berarti tidak boleh melakukan kecurangan dan 
merugikan orang lain dengan menzalimi. 
Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bintang dalam 
pengelolaan lahan pertanian adalah dengan mengikuti adat kebiasaan 
masyarakat setempat seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang tua 
terdahulu. Dalam hal kerjasama  muzara’ah yang telah disyariatkan oleh 
Islamyang mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat 
yang harus di penuhi dalam suatu perjnjian kerja sama adalah jangka waktu di 
tetapkan dan objek haruslah jelas. Dalam muzara’ah waktu yang disepakati 
merupakan persetujuan antara kedua belah pihak (Petani pengelola dan pemilik 
kebun) yang melakukan kerjasama, waktu kerjasama haruslah jelas, kemudian 
objek dalam muzara’ah tersebut dapat berupa jasa pertanian maupun manfaat 
tanah Imam Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan al- Syaibani berpendapat 
bahwa muzara’ah dilihat dari segi batal dibedakan menjadi empat, yaitu: 
1. Pemilik tanah hanya menyediakan lahan sedangkan petani pengelola 
menyediakan bibit, alat dan kerja, hukumnya sah dan yang dijadikan objek 
akad adalah manfaat lahan. 
2. Pemilik lahan menyediakan lahan dan bibit sedangkan petani pengelola 
menyediakan alat dan kerja untuk bercocok tanam, hukumnya sah dan 
yang dijadikan objek adalah jasa petani pengelola. 
3. Pemilik menyediakan lahan dan alat sedangkan petani pengelola 
menyediakan bibit dan kerja, maka akad ini tidak sah. Penyediaan alat 
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pertanian oleh pemilik lahan membuat akad rusak, karena alat pertanian 
tidak bisa mengikuti lahan. 
4. Pemilik lahan menyediakan lahan, alat dan bibit sedangkan petani 
pengelola hanya bekerja, hukumnya sah yang dijadikan objek akad adalah 
jasa petani.
104
 
Jika dilihat dari tataran hukum Islam maka praktiknya kerjasama 
pengelolaan kebun kopi dengan menggunakan akad muzāra’ah yang berlaku di 
kalangan masyarakat Kecamatan Bintang masih sangat minim, belum sesuai 
dengan konsep Islam,  tidak memenuhi unsur-unsur yang dipakai dalam 
transaksi ekonomi Islam, yaitu masih belum sepenuhnya memenuhi syarat dan 
ketentuan yang ada didalam fiqih muamalah, masih banyak terdapat 
pelanggaran  antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Hal ini 
menyebabkan sebelah pihak merasa dirugikan seperti tidak adanya asas 
persamaan atau kesetaraan dalam pembagian hasil panen. 
Petani penggarap dianggap curang karena sering menjual hasil panen 
tersebut tanpa sepengetahuan pemilik kebun, petani penggarap tidak maksimal 
dalam mengurus dan mengelola kebun, begitu juga pemilik kebun tidak 
memberikan biaya perawatan atas kebun kopi tersebut, sehingga petani 
penggarap kesulitan dalam merawat kebun dan mengakibatkan sebagian pohon 
kopi mengalami pertumbuhan yang tidak produktif. Inilah yang menyebabkan 
                                                             
104
  Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah, (Jakarta: 
Kencana, 2012), hlm. 170-171 
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petani penggarap menebang sebagian pohon yang tidak produktif dan 
menggatikan dengan tanaman dengan jangka pendek yang menguntungkan  
penggarap, seperti tanaman cabe, tomat dilahan tersebut menyebabkan petani 
tidak memiliki banyak waktu dan tidak terlalu fokus untuk merawat tanaman 
kopi karena adanya pekerjaan tambahan yang mengakibatkan hasil panen kopi 
yang tidak maksimal.105 
Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Kecamatan Bintang 
melakukan kontrak kerjasama berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat yang 
dilakukan secara turun temurun yaitu dengan sistem kepercayaan satu sama lain 
dan kebanyakan dengan cara lisan tanpa adanya kekuatan hukum yang 
tercantum dengan jelas bahwa  telah terjadinya kontak kerja sama antara kedua 
belah pihak (penggarap dan pengelola), hal ini mengakibatkan pemilik kebun 
seenaknya menarik dan mengambil kembali lahan yang telah dipinjamkan 
kepada pengelola, penarikan lahan tersebut dikarenakan adanya pembagian 
lahan antara pemilik kebun dengan kerabat atau keluarga padahal akad sedang 
berlangsung dengan petani penggarap.106 
Selanjutnya wawancara dengan Bapak Taufik salah satu petani 
penggarap di Desa Kala Bintang, ia mengatakan bahwa jika salah satu pihak 
yang berakad (Petani penggarap dan pemilik lahan/tanah), apabila  perjanjian 
waktu disepakati adalah selama 5 (lima) tahun, tetapi petani penggarap 
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 Wawancara dengan Bapak Subhanto, 50 Tahun, di Desa Linung Bulan Dua 
Kecamatan Bintang, pada tanggal 22 Juli 2019. 
106
 Wawancara dengan Bapak Mursaidi, 45 tahun di Desa Linung Bulan 1 Kecamatan 
Bintang, pada tangga 18 Juli 2019 
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meninggal dunia sedangkan waktu yang sedang berlangsung masih memasuki 
tahun ke tiga baru empat kali panen, karena perjanjian yang mereka (petani dan 
pemilik kebun) pada awal akad berdasarkan lisan tidak adanya bukti-bukti yang 
kuat yang mendukung kekuatan hukum, maka pemilik lahan atau kebun menarik 
dan meminta kembali lahan yang telah dipinjamkan kepada petani penggarap 
tanpa boleh digantikan dengan rekan atau kerabat petani penggarap yang telah 
meninggal dunia, padahal didalam hukum Islam seharusnya dapat diwariskan 
kepada pihak keluarga yang masih memiliki ikatan keluarga.107 
Kegiatan kerjasama dalam sektor pertanian dengan menggunakan akad 
muzara’ah bertujuan untuk saling tolong menolong antara kedua belah pihak 
(petani penggarap dan pemilik kebun),menberi manfaat dan mendapatkan 
keuntungan sebanyak-sebanyaknya, bukan untuk berbuat kecurangan sehingga 
dapat merugikan salah satu pihak.108 
Berdasarkan hasil penelitian dari lima desa: (1) Linung Bulen Dua, (2) 
Kuala Satu, (3) Linung Bulen Satu, (4) Dedamar dan (5) Kala Bintang, bahwa 
praktik kerjasama yang pengelolaan kebun kopi yang berlaku di masyarakat 
kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah ini masih mengalami 
ketidaksesuaian dengan hukum Islam. Penulis menemukan adanya praktik di 
desa tersebut salah (tidak sesuai dengan ajaran Islam), ke lima desa tersebut 
sebenarnya sudah mendekati yang seharusnya, walau masih terdapat hal-hal 
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 Wawancara dengan Bapak Taufik 38 tahun di Desa Cik Kuala Satu Kecamatan 
Bintang, pada tanggal 20 Juli 2019 
108
 Wawancara dengan Bapak Fajarullah, di Desa Kuala 1 Kecamatan Bintang, pada 
tanggal 20 Juli 2019 
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yang keliru yang mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak yaitu 
seperti: 
1. Beberapa petani pengelola dinilai masih sedikit tertutup mengenai hasil 
panen di luar masa panen. 
2. Tidak adanya surat perjanjian yang ditulis tangan dengan dibubuhi 
materai Rp.6000 sebagai pembuktian yang kuat jika suatu saat nanti 
terjadinya perselisihan antara petani dengan pemilik lahan/kebun. 
3. Tidak adanya rasa saling percaya sehingga terjadinya perselisihan antara 
kedua belah pihak (petani pengelola dan pemilik lahan).
109
 
4. Beberapa petani pengelola dinilai masih tidak maksimal dalam 
mengelola lahan perkebunan sehingga mengakibatkan sebagian pohon 
mengalami pertumbuhan tidak produktif. 
5. Pemilik lahan atau kebun menarik lahannya dari petani sebelum masa 
yang disepakati berakhir di karenakan adanya perjanjian bagi lahan 
dengan orang lain (pihak ketiga). 
6. Pemilik kebun tidak memberikan biaya perawatan atas tanaman tersebut. 
7. Petani pengelola menebang sebagian pohon kopi yang mengalami 
pertumbuhan tidak produktif dan menggantikannya dengan tanaman 
berjangka pendek seperti cabe, tomat dan lainnya yang menguntungkan 
petani tanpa sepengetahuan pemilik kebun. 
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 Wawancara dengan Bapak  Hasan, di Desa Dedemar, pada tanggal 21 Juli 2019 
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Islam membolehkan dan menganggap sah melakukan akad dengan lisan, 
namun dilihat dari berbagai sisi, pada masa modern ini juga harus ada 
penyesuaian yang dilakukan dan perjanjian secara autentik lebih aman.
110
Namun 
dalam praktik yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bintang masih 
banyak ketidakseuaian dengan ajaran Islam, ketidaksesuaian tersebut 
dikhawatirkkan dapat memicu timbulnya perselisihan dan sengketa antara petani 
dan pemilik lahan dikemudian hari.111 
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  Wawancara dengan Bapak Muklis, di Desa Kala Bintang, pada tanggal 20 Juli 2019 
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  Wawancara dengan Bapak Arlian, di Desa Kala Bintang Kecamatan Bintang, pada 
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BAB EMPAT 
PENUTUP 
 
4.1. KESIMPULAN 
Setelah melakukan penelitian dan menganalisis praktek kerjasama 
pengelolaan kebun kopi dengan menggunakan akad muzāra’ah pada masyarakat 
Kecamtan Bintang Kabupaten Aceh Tengah yang telah dipaparkan dalam bab-
bab sebelumnya. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai 
berikut: 
1. Sistem pelaksanaan akad kerjasama pengelolaan kebun kopi yang berlaku di 
kalangan masyarakat Kecamatan Bintang yaitu berdasarkan kepercayaan 
antara kedua belah pihak (petani penggarap dengan pemilik kebun). Pemilik 
kebun langsung menyerahkan lahannya dan memberikan biaya keseluruhan 
kepada petani pengelola, petani penggarap hanya merawat tanaman sampai 
masa panen tiba 
2. Mekanisme dan sistem perhitungan bagi hasil yang di terapkan antara 
pemilik kebun dengan petani penggarap di kalangan masyarakat Kecamatan 
Bintang sesuai kesepakatan, dengan sistem pembagian sama rata yaitu 
50:50, sebelum hasil panen di bagi sama rataantara kedua belah pihak 
(petani pengelola dengan pemilik kebun) maka terlebih dahulu pemilik 
kebun mendapatkan hasil panen sebagai pembayaran atas tanahnya atau 
mendapatkan bayaran atas modal awal yang telah pemilik kebun keluarkan 
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selama masa perawatan sampai masa panen tiba dan sisanya baru di bagi 
sama rata antara petani dengan pemilik kebun. 
3. Praktik kerjasama dengan menggunakan akad muzāra’ah yang dilakukan 
masyarakat Kecamatan Bintang dalam pengelolaan kebun kopi masih ada 
yang tidak sesuai dengan akad muzāra’ah, masih banyak terjadinya 
kecurangan yang dilakukan oleh sebelah pihak sehingga merugikan pihak 
lain, tidak adanya saling percaya antara kedua belah pihak (petani dan 
pemilik kebun) yang mengakibatkan terjadinya perselisihan. Petani 
penggarap kerap menjual hasil panen diluar masa panen tanpa 
sepengetahuan pemilik kebun, pemilik kebun meminta atau menarik kembali 
lahan yang telah dipinjamkan kepada pentani penggarap sebelum jangka 
waktu yang telah disepakti berakhir.  
 
4.2 SARAN 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka 
disarankan beberapa hal yang dapat penulis sampaikan pada tulisan karya 
ilmiah ini, yaitu: 
1. Bagi masyarakat Kecamatan Bintang lebih baik dalam melakukan kontrak 
kerjasama dalam pengelolaan kebun kopi menggunkan akad muzāra’ah 
perlu di buat kontrak (akad) dalam bentuk tertulis dan menghadirkan 
saksi-saksi, pihak lain yang nantinya dijadikan sebagai bukti tertulis 
untuk kemudian hari. 
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2. Disarankan kepada yang melakukan kontrak kerjasama di kalangan 
masyarakat Kecamatan Bintang agar menggunakan sistem pengkajian 
dengan tuntutan syariat Islam agar tercegahnya dari unsur penipuan yang 
dapat merugikan sebelah pihak. 
3. Bagi pelaku usaha di Kecamatan Bintang yang melakukan kontrak 
kerjasama di bidang perkebunan maka terapkanlah prosedur atau tatacara 
yang berhubungan dengan akad muzara’ah agar lebih disesuaikan dengan 
sistem hukum Islam khususnya berdasarkan hukum fiqih muamalah. 
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